
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Analisa yuridis dasar-dasar pembatalan putusan arbitrase dan peranan
pengadilan umum terkait dengan pematalan putusan arbitrase (studi
kasus putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005)
Astri Dewi Putri Yulita, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323805&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih salah satunya adalah melalui arbitrase.

Ketentuan mengenai Arbitrase diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999. Arbitrase merupakan lembaga volunter

yang dipilih dan ditunjuk berdasar kesepakatan para pihak dalam bentuk perjanjian. Perjanjian arbitrase

adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang

dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah

timbul sengketa. Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak

yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, akan tetapi peranan Pengadilan Negeri sangat dibutuhkan.

Peranan Pengadilan Negeri dalam arbitrase dapat dilihat dari sebelum proses arbitrase, pada saat arbitrase

berlangsung dan yang terpenting pada saat proses arbitrase telah selesai (pendaftaran putusan arbitrase,

pelaksanaan putusan arbitrase secara paksa dan pembatalan putusan arbitrase). Terhadap putusan arbitrase

dapat dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Negeri dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 70 dan

Penjelasan Umum Bab VII UU No. 30 Tahun 1999 dan dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung.

Sengketa yang terjadi antara PT. Comarindo dengan Yemen Airways diputus oleh BANI Surabaya, pihak

Yemen Airways mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, dengan alasan bahwa BANI Surabaya tidak berwenang untuk memutus sengketa antara Yemen

Airways dengan PT. Comarindo. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PT. Comarindo

mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui apa yang

menjadi dasar dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase, prosedur pembatalan putusan arbitrase

menurut peraturan undang-undang yang berlaku, peranan peradilan umum terkait dengan arbitrase Metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan studi dokumen data sekunder berupa

buku-buku teoritis dan undangundang, dengan harapan menghasilkan sifat penulisan yang deskriptif-

preskriptif.

......There are many ways can be chosen to settle a dispute. One of them is through arbitration. Arbitration

law is ruled on Act No. 30 Year 1999. Arbitration is a voluntary institution that is chosen based on the

agreement by the parties. Arbitration agreement is a decision made by the parties in a written agreement in a

form of an arbitration clause or an independent arbitration agreement made after the dispute occurred. The

State Court does not have the authority to settle a dispute that has been bound by an arbitration agreement.

On the other hand, the role of the court is needed. The role of the court in arbitration can be seen before, in

and the most importantly after the process of arbitration (the registration of arbitration award, the execution

of arbitration award by force, the annulment of arbitration award). The annulment of arbitration award can

be done by making an application to the State Court according to Article 70 and The Explanation of Chapter

7 Act No. 30 Year 1999. This annulment can be challenge to an appeal to The Supreme Court. The dispute

between PT. Comarindo and Yemen Airways was settled by The BANI of Surabaya. The Yemen Airways

applied an appeal about the arbitration award to South Jakarta State Court. The reason of this appeal is that
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BANI of Surabaya did not have the authority to settle the dispute between PT Comarindo and Yemen

Airways. Then, PT Comarindo applied an appeal about the decision made by South Jakarta State Court to

the Supreme Court. The purpose of this analysis is to find out the basis on the annulment of arbitration

award, procedures of the annulment of arbitration award according to The Arbitration Law, the role of the

court in arbitration. The method used is library research, with documents study on secondary data, consist of

theoretic books and laws. This analysis is hoped to result in an descriptive-prescriptive analysis.


